
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1489, 2016 KEMENHUB. Bandar Udara. Orta. Perubahan. 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 118 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  

NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas 

pelayanan, keamanan, keselamatan, dan ketertiban 

penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan 

secara komersial di wilayah Kabupaten Mimika Provinsi 

Papua, perlu menata organisasi dan tata kerja Unit 

Penyelenggara Bandar Udara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan  Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Penyelenggara Bandar Udara; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956);     

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4075); 

  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang 

Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis  Kementerian 

dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 

  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 

2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046); 

  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 

2014 tentang Kriteria dan Klasifikasi Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1331); 

  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 688); 

  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

www.peraturan.go.id



2016, No.1489 
-3- 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 

 

Memperhatikan  : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor 

B/2828/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 18 Agustus 2016; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI 

PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT 

PENYELENGGARA BANDAR UDARA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 

2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

688), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga 

Pasal 39 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 39 

(1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara berjumlah 151 (seratus 

lima puluh satu), terdiri atas: 

a. 2 (dua) Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Kelas I Utama; 

b. 10 (sepuluh) Kantor Unit Penyelenggara Bandar 

Udara Kelas I; 
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c. 21 (dua puluh satu) Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara Kelas II; dan  

d. 118 (seratus delapan belas) Kantor Unit 

Penyelenggara Bandar Udara Kelas III.  

(2) Satuan Pe1ayanan Bandar Udara sebanyak 16 

(enam belas) Satpel BU. 

(3) Nama, kelas dan lokasi Kantor Unit Penyelenggara 

Bandar Udara serta Satpel BU sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

2. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal 

baru yaitu Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 40A 

(1) Peralihan penyelenggaraan layanan 

kebandarudaraan oleh Unit Penyelenggara Bandar 

Udara pada bandar udara yang beralih dari bandar 

udara milik daerah, bandar udara khusus, atau 

bandar udara militer agar dilaksanakan dengan cara 

seksama dan mengutamakan kebutuhan pengguna 

layanan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki para 

pihak terkait. 

(2) Pemanfaatan aset pada bandar udara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Lampiran II diubah menjadi tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Oktober 2016 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

              REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

  BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Oktober 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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